
 
 

 

 

 

Walikota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

NOMOR     6   TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TASIKMALAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir; 

 

  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017. 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  

Tahun 1945;  

 

  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2009 tentang Penetapan  Peraturan  

Pemerintah  Pengganti    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 

 



 
 

 

tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 

  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 

Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4117); 

 

  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

 

 

 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  
7. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  

 

  
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

 

  
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

 

  
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

 



 
 

 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5907); 

  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

 

  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 4575); 

 

  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2005 tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

 

  
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

                     
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

 

 

  
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala   Daerah  kepada  Dewan   

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

 



 
 

 

  
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4738); 

 

  
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5351); 

 

  
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161); 

 

  
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 

  
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

 

  
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

  
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

 

  
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) ; 

 

  
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana   telah   

beberapa   kali   diubah,    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 



 
 

 

  
30. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  yang  Bersumber  dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 541); 

 

  
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

 

  
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

 

  
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

 

  
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 903); 

 

  
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 

 

  
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya 

Tahun 2006 Nomor 70); 

 

  
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun  2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya 

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 89); 

 



 
 

 

  
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun  2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016  Nomor 181). 

 

  
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun  2017 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 

Nomor 190); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

dan 

WALIKOTA TASIKMALAYA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan                      : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Operasional; 

d. Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Neraca; 

f. Laporan Arus Kas;  

g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

Pasal 2 

 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut : 

  a. Pendapatan Rp. 1.823.755.593.550,40   

  b. Belanja   Rp. 1.863.794.778.998,00   

  c. Transfer Rp. 1.005.405.000,00  
 

 Surplus/(defisit)   Rp. -41.044.590.447,60 

  d. Pembiayaan     

 - Penerimaan Rp. 146.457.535.934,27   

 - Pengeluaran  Rp. 2.464.000.000,00   

 Pembiayaan Neto   Rp. 143.993.535.934,27 

 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp. 102.948.945.486,67 



 
 

 

Pasal 3 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai 

berikut: 

  a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 136.077.016.302,98   

  b. Penggunaan SAL sebagai 

Penerimaan Pembiayaan Tahun 

Berjalan  

Rp. 136.077.016.302,98   

  c. Subtotal (a – b)   Rp. 0,00 

  d. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA/ SiKPA) 

   

Rp. 102.948.945.486,67 

  e. Subtotal  (c + d)   Rp. 102.948.945.486,67 

  f. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

Tahun Sebelumnya 

   

Rp. 0,00 

  g. Lain-Lain   Rp. 0,00 

  h. Saldo Anggaran Lebih Akhir      (e 

+ f + g) 

   

Rp. 102.948.945.486,67 

 

Pasal 4 

 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut : 

  a. Kegiatan Operasional  

 (1) Pendapatan Rp. 1.816.367.709.373,73   

   (2) Beban   Rp. 1.817.354.691.078,41   

 
 

Surplus/Defisit dari Operasi 
  

 

Rp. -986.981.704,67 

  b. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

 (1) Surplus dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

Rp. 0,00   

 (2) Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional Lainnya 

Rp. 0.00   

 Jumlah Surplus/Defisit Dari 

Kegiatan Non Operasional 

  Rp. 0,00 

 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. -986.981.704,67 

  c. Pos Luar Biasa Rp. -267.247.195,00   

 Surplus/Defisit – LO Rp. -1.254.228.899,67 

 

Pasal 5 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut: 

  a. Ekuitas Awal Rp. 2.840.643.912.548,19   

  b. Surplus/Defisit - LO  Rp. -1.254.228.899,67   

  c. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Rp. 206.063.251.962,81   

  d. Ekuitas Akhir   Rp. 3.045.452.935.611,33 



 
 

 

 

Pasal 6 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

 

 

Pasal 7 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 9 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas ; 

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan Organisasi; 

 Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, Dan 

Pembiayaan; 

 Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah  Menurut  Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan; 

a. Jumlah Aset Rp.3.127.220.396.778,45 

b. Jumlah Kewajiban                         Rp.     81.767.461.167,13 

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.3.045.452.935.611,32 

a. Saldo Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2017 Rp 134.142.986.394,00 

b. Saldo Kas di Kas BLUD per 1 Januari 2017 Rp 476.293.486,27 

c. Saldo Kas di Kas FKTP per 1 Januari 2017 Rp 1.452.574.606,40 

d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2017 Rp 5.161.817,00 

e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 383.970.697.284,40 

f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Rp (425.015.287.732,00)                        

g. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Rp 7.536.000.000,00 

h. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 67.034.413,00 

i. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2017 Rp 100.379.011.139,00 

j. Saldo Akhir di Bendahara Penerimaan  per 31 Desember 

2017 

Rp 5.215.706,00 

k. Saldo Akhir di Bendahara Pengeluaran  per 31 Desember 

2017 

Rp 63.888.085,00 

l. Saldo Akhir Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2017 Rp 1.898.369.145,67 

m. Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2017 Rp 669.495.824,00 

n. Saldo Akhir Kas  per 31 Desember 2017 Rp 103.015.979.899,67 

    



 
 

 

 Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan 

Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

c. Lampiran III : Laporan Operasional 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 

e. Lampiran V : Neraca 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas  

g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah  

l. Lampiran XII : Daftar Rekapituliasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 

n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan 

o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya  

p. Lampiran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pendek  

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Utang Beban 
 

Pasal 10 

 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 

 

Pasal 11 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

  Ditetapkan di Tasikmalaya 

  Pada tanggal 17 September 2018 

   

  WALIKOTA TASIKMALAYA 

   

  ttd 

   

Diundangkan di Tasikmalaya  

pada tanggal  17 September 2018 H. BUDI BUDIMAN 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,  

  

 ttd  

  

Drs. IVAN DICKSANASANUDIN, M.Si   

  
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT (…/…/…) 



 
 

 

 


